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fllegal logging telab memmbulkan multdimens:i yang berhubungan dengan
aspek ekonomi, sosial, budaya dan lingkungsn. Hal tersebut merupakan konsekuensi
logis dan fungsi hutan yang pada hakckamya adalah sebuah ckosistem yang di
dalamnya mengandung tiga fungsi dasar yaitu fiwgsi produksi, fimgsi lingkungan serta
fungs) sostai.

Dampak terhadap kerusakan hutan di Indooesia meaurut <lat2 dari Departemen
Kehutanan Tahun 20i0 menyebutkan bahwa luas hutan Indonesia vang rusak
meocapai 43 juta hektar dari total 120,35 aekiar dengan laju degradasi dalam tiga
tahun teraklir mwncapai 2.1 juta heiwer pertahun. Sejumlah zporan tahken
menyebutken entare 1,6 sampai 2.4 juta hektar hutan Indonesia hilang setiap ehunpya
atau camma dengan uas enzam kali lapangan sepak bola settap meritnya. Data tecbaru
dari Departemen Kchutanan menyvebutkan bahwa laju kerusakan nan di Indonesia
telah mencapai 3,8 juta hektar per tahun dan negara telah kehilangan Rp. 8,3 miliar per
hati akibat iffegal logging.'

Berdasarkan press release dan Departemen Kehutacan pacla tanggal !5 Janvar
2010 bahwa kayu-kayu yang discludupkan dan Kalimaotan. Papiis, Sumaterz Utars,

Jambi. Riau dan Nanggroe Aceh Darussalam mencapai 10 juta hektar per iahun,
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sedangkan penebangan dan peredaran kayu secara iiar calam negeri mencapai 50,7
juma meter kub:k per sahun, dengan gerkiraan kerugian {inansial yang ditanggung oleh
negara sebesar Rp. 30.42 trilyun per tahun.

Hutan juga merupakan salah satu faktor krusial di dalam mase rantai
permasalahan  lingkungan hidup global. Terlepas dai bagaimana implementasi
pengelolasn hitan di lapangaa.

Kawasan hutan edaiah wilayah-wilayah tertentu yang ditetapkan pemerintah
untuk dipertahankan sebagai kawasan hutan tetap. Selanjirmya, kawzsan hutan adalab
wilayab yang sudah ieshutan arzu yang tidak berhutan keinudian ditetapkan
penguaseannya bagi negers. Kawasan-kawasae butzn. seturubinys merapakan wilayan-
wilayah yang dslam land use planning telah‘akan ditetapman perggunzanoya di bidang
kebutanan yang didasarkan pada kebutuhan seria kepentingan masyarskat Indonesia,

Dalam pengertian secars luas dikanduag makria babwa pada setiap kawassn
hutan tidak s¢lalu diartikan keselurukan wilayahnya berhuten. Tenresuk, tanah yang
tidak berbutan pun dapat ditunjuk menjadi kawasan hwtan. Sebalikaya, suamn kawasan
hutan dapet diubah status hukumnya menjadi bukan kawasan hutsen karena adanya
berbagai kepentingan dan penggunamp yang diengasp oleh pemerintah melalui
persetujuan Menteri Kehutanan.

Penebangan hutan secars liar atau lebik dikenal denpan istilah illegal logging

selgin: inemberikan kerugian kepada keuangan remerinseh juga dapat raenycbabisn
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bencana alam, seperii banjir, cuseknya ekosistem kehidupan sehiogga selain
merugikan masyarekat secara Juas juga mecugikao hewan yang hidup di dalam hutao.
Oleh sebab itu hal-hal yang mengakibatkan kerugian tersebut khususnya kepada
masy:rakat harus ditelaab sebagai suatu perbuatan yang merupakan tindak pidana.

clum lagi maeatah kebakaran hutan yaog diakibatkan oleh iflega! logging
yang terus meratnbah lisias batas nezam. Masalah pencemaran udara, seperti asap,
kebakaran hutao, emisi industri, mobil dan lain-lein yang sudab mertgxakan masaleh
nasiona!, secara intemasiong! tcrutama masalah pencermaran uvdara yang diakibatkan
kedbukaran hutan di Sumatera dan Kalimantan baru dipndai. Ral ioi terlihat dan
perhetian yang beypitu besar baik dari pemerinteh Indonesis, Singapura maupun
Malaysia, bahkan sekiter akkir bulan Oktober 1994 telah diaclaken informal meciing
wajdl-wakil terkait keiiga negars terszbut yang khusns memkebas masalah
pencemaran udara .

Pada kajian sheipsi ini akzn dibahas tentang hal yang berkeitan dengan tindek
pidana itfegul logging yang salah satu adalah melakukan kegiatan mengaugkut basil
huian eape sural kexrangao sabny:z hasil hutan sesbagaimana diatur dalam Pasal 78
ayat (7) Undang-Uudang Nomcr 19 Tohun 2004 Tentang Penetapan Peratiran
Pemerintah Fengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas
Undang-Undaog Nomor 41 Tahun 1999 Tenmang Kehutanan Menjadi Undeny-

Undang.
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Sebagai sulatu perbustan pidana maka pada dasamya iindak pidana membawa
mengangkut basil hutan tanpa surat keterangan sahnya hasil hutan adafah meliputi
suatn pelanggaran terhadap sistern administrasi pengangkutap hutan. Sebagai suatu
bentuk sistem adminisirasi pengangkutan humn maka pada dasamya pembentuk
undang-undang memiliki kepentingan dalam bal mengatur pemberian sanksi pidana
bagi pelaku yang mengangkut hasil hutan supa surat keterangan sahnya hasil hutan.
Apahila ditelaah suatv tjvan mendasss diterapkannya sanksi pidana bagi pelaku
meagangkut hasi! hatan tanpa surat ketcrangan sahnya hasil hutun adalah wituk
mengantisipasi terjadiova tindak pidans iilegal iogging sedagai perbuaian utama yang
dapat merasak hutan. Dengan adenys perbuzsen uiama herupa lindak pidana illegal
logging maka hal laianya yang berhubungan dengan tindak pidana tersebut dapat
dskenakan sanksi pidana. termasuk menganghut hasil hutan ianpa surat keicrangan
sahnya basil hutan.*

Adapun faktor penyebab pembalakan liar adalah pembalakan untuk
mendapatken kayu daa alib fungsi lahan untuk kegunaan lain, seperti perkebunan,
o<rtanian dan pemukiman Seiring @erjalannya waktu petambahan penduduk dart kan
ke han semakin pesat sehinigga mernyebabkan tekanan kebutuhan akan tempat tinggal,
pohon-pohoa ditcbang untuk dijadikan tempat tingga! amupun dijadikan lahan

pertanian.
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